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ABSTRAK

Dalam hal membuktikan adanya suatu hak atas tanah secara hukum adalah
melakukan pendafiaran hak atas tanah itu, tapi ternyata di dalam upaya legalitas hak atas
tanah tak secikit membuka peluang yang menimbulkan celah terjadinya kejahatan yang
disengaja maupun tidak disadari, salaha satu kejahatan tersebut adalah pemalsuan
riwayat tanah yang dilakukan Kepala desa

permasalahan dalam penclitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya
pemalsuan riwayat tanah dan bagaimana sanksi hukum terhadap kepala desa atas
perbuatannya memalsukan  riwayat tanah berdasarkan kitab undang-undang hukum
plddn.":;nis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu mctodg
yang menitik beratkan penclitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui
asas-asas hukum dan perbandingan hukum

Simpulan , terhadap tindakan kepala desa yang memalsukan surat kctcrangg:
riwayat tanah dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 263 dan Pasal 2

Kitab Undang Undang Hukum Pidana. _
Rckumé;lda:,i kepada pemerintah hendaknya adanya sanksi yang berat terhadap

Kepala desa yang melakukan perbuatan pemalsuan riwayat tanah.

Kata Kunci - Sanksi Pemalsuan, Riwayal Tanah, Kepala Desa
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o Adanya kemgimnan untuke memiliki nah tergebs
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l, Merasa bahwa tanah tta milik ya

¢ Untuk menggugarkan hak orang lain terhadap tanah tersebuf
@i “rHen

d. Ada kepentingan pribadi di dalamnya

¢ Tingkat pendidikan yany rendah

[ Adanya kelemahan di BPN dalam hal proses administrasi

g, lFaktor ckonomi

2 Sanksi Hukum Terhadap Kepala Desa Atas Perbuatannya Memalsukan

Riwayat Tanah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[erhadap tindaken kepala desa yang memalsukan  surat keterangan

riwayat tanah dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 263 dan Pasal

264 Kitab Undang Undang Hukurm Pidana yang berbunyi:

Pasal 263 berbuny

u mernalsukan sural yang

(1) Barang siapa membuat surat palsu at
au pembebasan

dapat menimbulkan  sesualy hak, perikatan afat q "
" T ", L
hutang. atau vang diperuntukkan sehagai buku daripada SC50
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